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Tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal 
adalah untuk menciptakan good governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang 
baik yang ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, 

efisiensi dan efektivitas, serta pengukuhan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis faktor-faktor penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah 

berbasis kinerja, yang terdiri dari Analisis Standar Belanja, Standar Pelayanan 
Minimum, Indikator Kinerja, Partisipasi Masyarakat dan Penyusuan Anggaran 
Berbasis Kinerja di Pemerintah Daerah Kota Magelang. Sampel penelitian 

sebanyak 147 orang yang diambil secara purposive sampling. Responden terdiri 
dari kepala organisasi perangkat daerah, kepala sub bagian program, kepala 

bidang atau yang setara, yang secara struktural bertanggung jawab dan terlibat 
dalam penyusunan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Metode 
yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah purposive sampling. Uji 

hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil 
penelitian ini menunjukan bahwa analisis standar belanja, indikator kinerja dan 

partisipasi masyarakat berpengaruh  signifikan terhadap penyusunan APBD 
berbasis kinerja, sedangkan standar pelayanan minimum tidak berpengaruh 
terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja.  

 
Kata kunci :  Analisis Standar Belanja, Standar Pelayanan Minimum, Indikator 

Kinerja, partisipasi masyarakat, penyusuan anggaran berbasis 

kinerja, regresi linier berganda. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Transparansi dan akuntabilitas publik pada era otonomi daerah 

menjadi tujuan terpenting dari reformasi sektor publik di 

Indonesia.Transparansi dan  akuntabilitas publik tersebut tidak hanya menjadi 

masalah  negara berkembang seperti Indonesia saja, namun negara yang 

sudah maju sekalipun terus berusaha memperbaiki praktek akuntabilitas 

lembaga sektor publiknya. Di Indonesia, komitmen terhadap perbaikan 

pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas publik mulai disuarakan sejak 

otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Tujuan  utama pelaksanaan otonomi 

daerah dan desentralisasi fiskal tersebut adalah untuk menciptakan good 

governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik yang ditandai dengan 

adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektivitas, 

serta pengukuhan hukum. 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah  mengamanatkan kepada 

daerah untuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki 

dengan cara yang efisien dan efektif, khususnya dalam upaya peningkatan 

kesejahteraan dan pelayanan umum bagi masyarakat. Anggaran berbasis 

kinerja (ABK) merupakan sebuah pendekatan dalam sistem penganggaran 
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yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil 

atau manfaat yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan 

keluaran tersebut. 

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.Pemerintah Kota 

Magelang telah mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 59 tahun 2016 

tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Magelang, bahwa dalam 

rangka mewujudkan Sistem Penyusunan Anggaran Berdasarkan Prestasi 

Kerja, perlu adanya penilaian kewajaran atas setiap usulan program dan 

kegiatan serta alokasi anggrannya. 

Pemerintah Kota Magelang melakukan optimalisasi fungsi rapat 

koordinasi pengendalian operasional kegiatan (Rakor-POK) untuk melihat 

penyerapan anggaran dan fisik sekaligus melihat capaian indikator sasaran 

(outcome) sehingga ketertinggalan realisasi baik dari sisi keuangan maupun 

fisik kegiatan akan bisa dikejar dalam sisa waktu yang ada. 

Salah satu persoalan utama Belanja Daerah Kota Magelang adalah 

belum dilakukannya secara optimal perhitungan kontribusi penyerapan 

belanja daerah terhadap pencapaian indikator sasaran. Sehingga walaupun 

tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 terjadi peningkatan persentase realisasi 

belanja 50,01% - 75,00% yaitu dari 7,02% menjadi8,12% namun untuk 

persentase realisasi belanja 75,01% - 100%tahun 2016 dibandingkan tahun 

2015 terjadi penurunan dari 88,92% menjadi 88,66% atau turun sebesar 

0,26% (LKPJ Walikota Magelang Akhir Tahun 2016). Hal itu dikarenakan 
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adanya rekening belanja pada satu atau lebih kegiatan yang tidak 

dibelanjakan atau dibelanjakan sebagian.  

Berdasarkan  realisasi anggaran program dan kegiatan tersebut diatas 

memberikan gambaran bahwa kinerja Pemerintah Kota Magelang masih 

belum optimal. Namun realisasi anggaran program dan kegiatan tidak hanya 

karena faktor kinerja pelaksana program dan kegiatan yang belum baik, 

dalam  proses penyusunan anggaran berbasis kinerja yang diterapkan 

Pemerintah Kota Magelang masih perlu perbaikan dari awal pengusulan oleh 

tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada, yaitu penentuan 

indicator sasaran (outcome) maupun Analisis Standar Belanja yang ditetapkan 

apakah sudah diterapkan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) dalam penyusunan perencanaan anggaran. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2009) tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja 

daerah berbasis kinerja menunjukkan bahwa komponen seluruh organisasi, 

penyempurnaan sistem, administrasi, sumber daya yang cukup, penghargaan 

dan sanksi yang tegas berpengaruh positif terhadap penyusunan APBD 

berbasis kinerja. Penelitian Asropi (2007) menunjukkan bahwa indikator 

kinerja berpengaruh positif terhadap sistem pelayanan publik. Nuraeni (2009) 

tentang proses penyusunan anggaran berbasis kinerja pada pemerintah 

Kabupaten Temanggung menyimpulkan bahwa belum ada kejelasan tentang 

penggunaan standar analisis belanja dalam proses penyusunan anggaran 
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berbasis kinerja pada pemerintah Kabupaten Temanggung, namun proses 

penyusunan anggaran berbasis kinerja tetapberjalan. 

Fitri, dkk (2013) tentang Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Komitmen 

Organisasi, Kualitas Sumber Daya, Reward, dan Punishment Terhadap 

Anggaran Berbasis Kinerja hasilnya adalah secara parsial, kualitas sumber 

daya dan  reward  berpengaruh signifikan terhadap anggaran berbasis kinerja. 

Sedangkan, komitmen organisasi dan punishment tidak berpengaruh 

signifikan terhadap anggaran berbasis kinerja. Lain halnya dengan gaya 

kepemimpinan yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap anggaran 

berbasis kinerja. Secara simultan, variabel gaya kepemimpinan, komitmen 

seluruh komponen organisasi, kualitas sumber daya, reward, dan punishment 

berpengaruh signifikan terhadap anggaran berbasis kinerja. 

Yandra, dkk (2013) tentang Penyusunan APBD Berbasis Kinerja  

menghasilkan secara simultan  komitmen dari seluruh komponen organisasi, 

penyempurnaan sistem administrasi, sumber daya yang cukup, sistem reward 

dan punishment berpengaruh positif secara signifikan terhadap penyusunan 

APBD berbasis kinerja, sedangkan komitmen dari seluruh komponen 

organisasi, penyempurnaan sistem administrasi dan sumber daya yang cukup 

secara parsial  tidak berpengaruh signifikan terhadap APBD berbasis kinerja. 

Dari beberapa faktor tersebut yang berpengaruh signifikan terhadap 

penyusunan APBD berbasis kinerja adalah sistem reward dan punishment. 

Penelitian oleh Anggita(2017) tentang pengaruh analisis standar 

belanja, standar pelayanan minimum dan indikator kinerja terhadap 
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penyusunan anggaran berbasis kinerja (studi kasus pada Organisasi Perangkat 

Daerah Kota Pangkalpinang) menghasilkan variabel Analisis Standar Belanja 

tidak berpengaruh terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja di 

Pemerintah Kota Pangkalpinang, variabel Standar Pelayanan Minimal 

berpengaruh terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja di Pemerintah 

Kota Pangkalpinang, variabel Indikator Kinerja berpengaruh secara signifikan 

terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja di Pemerintah Kota 

Pangkalpinang. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang 

dilakukan oleh Anggita(2017) dengan perbedaan pertama menambah 

variabel partisipasi masyarakat.Penambahan partisipasi masyarakat 

merupakan hal penting dalam penyusunan APBD berbasis kinerja, karena 

partisipasi masyarakat seperti tercantum dalam Bab VIII pasal 23  ayat (1) 

UUD 1945 mengamanahkan serta mengatur dengan jelas dan tegas bahwa 

rakyat berhak untuk ikut dalam penyusunan dan pengambilan keputusan 

anggaran. Hal ini diperkuat dengan Undang-undang Keuangan Negara nomor 

17 Tahun 2003 dan SEB Mendagri-Bappenas. Menciptakan orientasi 

anggaran ke arah kesejahteraan rakyat diperlukan penganggaran yang 

partisipatif (Participatory Budgeting). Participatory Budgeting (PB) adalah 

proses pembuatan kebijakan yang inovatif, dimana masyarakat dilibatkan 

secara langsung dalam pembuatan kebijakan. 

Dengan dilibatkanya masyarakat dalam penyusunan APBD maka 

akan diketahui permasalahan dalam masyarakat bisa secara langsung 
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sehingga penganggaran akan bisa lebih tepat sesuai kebutuhan masyarakat.  

Dengan demikian penetapan indikator outcome menjadi lebih tepat. 

Perbedaan kedua adalah lokasi penelitian dilakukan pada 

Pemerintah Kota Magelang karena Pemerintah Kota Magelang telah 

mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 59 tahun 2016 tentang Analisis 

Standar Belanja Pemerintah Kota Magelang, bahwa dalam rangka 

mewujudkan Sistem Penyusunan Anggaran Berdasarkan Prestasi Kerja, perlu 

adanya penilaian kewajaran atas setiap usulan program dan kegiatan serta 

alokasi anggrannya 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah analisis standar belanja berpengaruh terhadap penyusunan APBD 

berbasis kinerja? 

2. Apakah standar pelayanan minimum berpengaruh terhadap penyusunan 

APBD berbasis kinerja? 

3. Apakah indikator kinerja berpengaruh terhadap penyusunan APBD 

berbasis kinerja? 

4. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap penyusunan APBD 

berbasis kinerja?  

C. Tujuan Penelitian  

1. Menganalisis pengaruh analisis standar belanja terhadap penyusunan 

APBD berbasis kinerja. 

2. Menganalisis pengaruh standar pelayanan minimum terhadap penyusunan 

APBD berbasis kinerja. 
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3. Menganalisis pengaruh indikator kinerja terhadap penyusunan APBD 

berbasis kinerja. 

4. Menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap penyusunan APBD 

berbasis kinerja. 

D. Kontribusi Penelitian  

1. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan peneliti khususnya tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan penganggaran berbasis 

kinerja dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

2. Bagi Organisasi Perangkat Daerah atau Satuan Kerja pengelola Keuangan 

Daerah, penelitian ini dapat sebagai bahan informasi tambahan, atau 

masukan dan sebagai bahan pertimbangan pejabat pemerintah untuk 

melakukan penyempurnaan dan perbaikan penyusunan anggaran. 

3. Bagi Akademis, penelitian ini dapat memperkaya hasil penelitian dan 

referensi bagi para akademis sebagai sarana pengembangan bidang 

anggaran berbasis kinerja, perencanaan progam dan kegiatan.    

E. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan yaitu gambaran yang jelas tentang urutan 

penulisan dari penelitian ini adalah: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini meliputi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, serta sistematika 

penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi uraian tentang telaah teori, penelitian terdahulu, 

pengembangan hipotesis dan model penelitian. 

BAB III METODA PENELITIAN 

Bab ini bertujuan untuk menerangkan dan menguraikan tentang 

populasi dan sampel, data penelitian, variabelpenelitian dan 

pengukuran variabel, metode analisis data, serta pengujian hipotesis. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini bertujuan untuk membahas dan menguraikan pengujian yang 

telah dilakukan meliputi statistik deskriptif responden, uji kualitas 

data dan uji hipotesis. 

BAB V KESIMPULAN 

Bab ini meliputi uraian mengenai kesimpulan penelitian, 

keterbatasan penelitian, dan saran penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Telaah Teori 

1. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan 

sebagai “agency relationship as a contract under which one or more 

person (the principals) engage another person (the agent) to perform 

some service on their behalf which involves delegating some decision 

making authority to the agent”. 

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih 

orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu 

jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat 

keputusan yang terbaik bagi principal. 

Teori keagenan (Agency theory) merupakan basis teori yang 

mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori 

tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, 

dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya 

hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) 

yaituinvestor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu 

manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut ”nexus of 

contract”. Implikasi penerapan teori ini dapat menimbulkan perilaku 

efisiensi ataukah perilaku opportunistik bagi si Agen. 
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Pada organisasi publik, khususnya di pemerintahan daerah 

secara sadar atau tidak, teori keagenan ini telah dipraktikkan, termasuk 

pemerintahan daerah di Indonesia. Apalagi sejak otonomi dan 

desentralisasi diberikan kepada pemerintah daerah sejak tahun 1999. 

Dalam proses penyusunan dan perubahan anggaran daerah, perspektif 

yang dapat ditelaah dalam aplikasi teori keagenan, yaitu hubungan antara 

eksekutif rakyat. Implikasi penerapan teori keagenan dapat menimbulkan 

hal positif dalam bentuk efisiensi, tetapi lebih banyak yang menimbulkan 

hal negatif dalam bentuk perilaku opportunistik (opportunistic 

behaviour). Hal ini terjadi karena pihak agensi memiliki informasi 

keuangan dari pada pihak prinsipal (keunggulan informasi), sedangkan 

dari pihak prinsipal boleh jadi memanfaatkan kepentingan pribadi atau 

golongannya sendiri (self-interest) karena memiliki keunggulan 

kekuasaan (discretionary power). 

Masalah keagenan yang timbul dikalangan eksekutif adalah 

cenderung memaksimalkan utiliti (self-interest) dalam pembuatan atau 

penyusunan anggaran APBD, karena memiliki keunggulan informasi 

(asimetri informasi). Akibatnya eksekutif cenderung melakukan 

”budgetary slack”. Hal ini terjadi dikarenakan pihak eksekutif akan 

mengamankan posisinya dalam pemerintahan masyarakat. Namun 

demikian budgetary slack APBD lebih banyak untuk kepentingan pribadi 

kalangan eksekutif (self interest) ketimbang untuk kepentingan 

masyarakat. 
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Kalau kondisi di atas terjadi, maka proses penyusunan atau 

perubahan anggaran APBD yang semestiya akan menghasilkan outcome 

yang efisien dan efektif dari alokasi sumber daya dalam anggaran akan 

terdistorsi karena adanya perilaku opportunistik untuk kepentingan 

pribadi. 

Penelitian Safi’, dkk (2015) menyakan bahwa partisipasi masyarakat 

dalam proses perencanaan penganggaran urgent untuk dilakukan, agar 

masyarakat mempunyai kesempatan yang berkekuatan dan berkepastian 

hukum untuk mengawal penganggaran yang pro-rakyat. 

2. Analisis Standar Belanja 

Selain proses penyusunan yang harus melibatkan banyak pihak, 

kriteria APBD yang disusun berdasarkan anggaran kinerja adalah 

dikembangkannya Analisis Standar Belanja (ASB), yang digunakan 

untuk menilai kewajaran beban kerja dan biaya setiap program atau 

kegiatan yang akan dilaksanakan oleh unit kerja dalam satu tahun 

anggaran. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang 

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pasal 20 (1) b 

menyatakan bahwa APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja 

memuat standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan 

komponen kegiatan yang bersangkutan; Ayat (2) menyatakan bahwa 

untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dikembangkan 

Analisis Standar Belanja, Tolok Ukur Kinerja dan Standar Biaya.  
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Analisis Standar Belanja (ASB) adalah standar untuk 

menganalisis anggaran belanja yang digunakan dalam suatu program atau 

kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat.ASB digunakan untuk menilai kewajaran beban 

kerja dan biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan 

oleh unit kerja dalam satu tahun anggaran. 

3. Standar Pelayanan Miminal 

Pasal 1 (ayat 17) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, Standar Pelayanan Minimal didefinisiskan sebagai 

ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan 

urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara 

secara minimal. Standar Pelayanan Minimal dibentuk untuk menjamin 

terpenuhi hak dan kebutuhan dasar setiap warga negara yang harus 

disediakan oleh pemerintah sebagai salah satu indikator kesejahteraan 

masyarakat. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan menyatakan bahwa 

Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas 

pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat 

dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan 

terukur.  

Warella (dalam Pasolong, 2008) menyatakan bahwa pelayanan 

(service) adalah sebagai suatu perbuatan (deed), suatu kinerja 
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(performance) atau suatu usaha (effort). Menurut Ivancecevich (dalam 

Pasolong, 2008) menyatakan bahwa pelayanan adalah produk-produk 

yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang melibatkan usaha-usaha 

manusia dan menggunakan peralatan. Sedangkan menurut Gronross 

(dalam Pasolong, 2008), menyatakan bahwa pelayanan adalah suatu 

aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak 

dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara 

konsumen dengan pegawai atau hal-hal yang disediakan oleh organisasi 

pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan 

konsumen/pelanggan. 

Oentarto, et al. (2004:173) menjelaskan bahwa standar 

pelayanan minimal memiliki nilai yang sangat strategis baik bagi 

pemerintah (daerah) maupun bagi masyarakat (konsumen). Adapun nilai 

strategis tersebut yaitu:  

Pertama, bagi pemerintah daerah: standar pelayanan minimal dapat 

dijadikan sebagai tolok ukur (benchmark) dalam penentuan biaya yang 

diperlukan untuk membiayai penyediaan pelayanan; kedua, bagi 

masyarakat: standar pelayanan minimal dapat dijadikan sebagai acuan 

mengenai kualitas dan kuantitas suatu pelayanan publik yang disediakan 

oleh pemerintah (daerah).  

Dengan demikian pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang 

berbasis masyarakat, melibatkan masyarakat dan dapat diperbaiki secara 
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terus menerus. Disisi lain, pemerintah dituntut untuk bekerja secara 

efisien dan efektif dalam hal pelayanan kepada masyarakat. 

4.  Indikator Kinerja 

Menurut Green (1992) indikator adalah variabel yang 

mengindikasikan atau menunjukkan satu kecenderungan situasi, yang 

dapat dipergunakan untuk mengukur perubahan. Menurut Wilson & 

Sapanuchart (1993) indikator merupakan pengukuran tidak langsung 

suatu peristiwa atau kondisi. Menurut Tjitrosoemarto (2011) indikator 

kinerja merupakan gambaran, ciri-ciri, atau ukuran yang menggambarkan 

status kinerja yang dihasilkan suatu kegiatan atau suatu proses. Indikator 

Kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat 

pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. 

Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui 

apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan 

efektif.Indikator untuk tiap-tiap unit organisasi berbeda-beda tergantung 

pada tipe pelayanan yang dihasilkan. Penentuan indikator kinerja perlu 

mempertimbangkan komponen berikut: 

a) Biaya pelayanan (cost of service) 

Indikator biaya biasanya diukur dalam bentuk biaya unit (unit 

cost), misalnya biaya per unit pelayanan. Beberapa pelayanan mungkin 

tidak dapat ditentukan biaya unitnya, karena output yang dihasilkan 

tidak dapat dikuantifikasi atau tidak ada keseragaman tipe pelayanan 
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yang diberikan. Untuk kondisi tersebut dapat dibuat indikator kinerja 

proksi, misalnya belanja per kapita. 

b) Penggunaan (utilization) 

Indikator penggunaan pada dasarnya membandingkan antara 

jumlah pelayanan yang ditawarkan (supply of service) dengan 

permintaan publik (public demand). Indikator ini harus 

mempertimbangkan preferensi publik, sedangkan pengukurannya 

biasanya berupa volume absolut atau persentase tertentu, misalnya 

persentase penggunaan kapasitas. Contoh lain adalah rata-rata jumlah 

penumpang per bus yang dioperasikan. Indikator kinerja ini digunakan 

untuk mengetahui frekuensi operasi atau kapasitas kendaraan yang 

digunakan pada tiap-tiap jalur. 

c) Kualitas dan standar pelayanan (quality and standards) 

Indikator kualitas dan standar pelayanan merupakan indikator 

yang paling sulit diukur, karena menyangkut pertimbangan yang 

sifatnya subyektif. Penggunaan indicator kualitas dan standar pelayanan 

harus dilakukan secara hati-hati karena kalau terlalu menekankan 

indikator ini justru dapat menyebabkan kontra produktif. Contoh 

indikator kualitas dan standar pelayanan misalnya perubahan jumlah 

komplain masyarakat atas pelayanan tertentu. 

d) Cakupan pelayanan (coverage) 

Indikator cakupan pelayanan perlu dipertimbangkan apabila 

terdapat kebijakan atau peraturan perundangan yang mensyaratkan 
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untuk memberikan pelayanan dengan tingkat pelayanan minimal yang 

telah ditetapkan. 

e) Kepuasan (satisfaction) 

Indikator kepuasan biasanya diukur melalui metode jajak 

pendapat secara langsung.Bagi pemerintah daerah, metode penjaringan 

aspirasi masyarakat (need assessment), dapat juga digunakan untuk 

menetapkan indikator kepuasan.Namun demikian, dapat juga digunakan 

indikator proksi misalnya jumlah komplain. Pembuatan indikator kinerja 

tersebut memerlukan kerja sama antar unit kerja. 

5. Partisipasi Masyarakat 

Menurut Mardiasmo (2009:32) pada dasarnya pemerintah tidak 

memiliki uang yang dimiliki sendiri, sebab seluruhnya adalah milik 

publik.Dalam sebuah masyarakat yang demokratis rakyat memberi 

mandat kepada pemerintah melalui pemilihan umum. Politisi 

mentranslasikan mandat tersebut melalui kebijakan dan program yang 

memberi mamfaat lebih kepada pemilih yang direfleksikan dalam 

anggaran. Pemerintah tidak mungkin memenuhi semua permintaan stake 

holdernya secara simultan, tetapi pemerintah akan memilih program yang 

menjadi prioritas. Disinilah fungsi anggaran yang akan digunakan 

sebagai alat politis dalam memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan 

pada sektor tersebut.  

Secara umum partisipasi bisa dipahami dalam dua pandangan 

utama, yaitu perspektif teori pluralisme dan demokrasi langsung.Dalam 
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perspektif pertama, konsep partisipasi lebih difokuskan pada representasi 

kepentingan, terutama melalui kelompok-kelompok kepentingan dan 

struktur politik lainnya. Sementara untuk yang kedua, partisipasi 

merupakan sebuah bentuk keterlibatan dan pengaruh langsung individu 

atas pengambilan sebuah keputusan (Mayer, 1997).Pada umumnya tema-

tema partisipasi di tingkat lokal sangat berkaitan erat dengan perencanaan 

pembangunan dan penganggaran. 

Istilah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 

sangat populer dikalangan masyarakat, LSM serta kalangan akademisi. 

Musrenbang adalah forum bagi masyarakat dalam rangka ikut 

berpartisipasi dengan pola buttom up. Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat Kelurahan (LPMK)  yang mengelola Musrenbang 

merupakan wadah masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya 

mempunyai kewenangan untuk mengontrol jalannya pemerintahan 

kelurahan, merupakan jaminan adanya partisipasi masyarakat terhadap 

program pembangunan yang ada di kelurahan (Suwondo, 2000). Surat 

Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor 

1354/M.PPN/03/2004050/744/SJ tentang Pedoman Pelaksanaan Forum 

Musrenbang dan Perencanaan Partisipatif Daerah mempertegas bahwa 

partisipasi  menjadi kata kunci hampir di segala aktivitas pembangunan. 

Problem nyata yang dihadapi adalah ternyata mekanisme partisipasi yang 

ada tidak cukup memberikan ruang apresiatif dari masyarakat karena 
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patisipasi yang dijalankan hanyalah partisipasi yang semu, simbolis 

penuh dengan manipulasi karena aturan-aturan itu tidak bisa menjamin 

proses penganggaran, berdasarkan people need assessment. Yang 

dominan justru government need assessment. Artinya, masyarakat tidak 

dilibatkan dan terlibat secara penuh hingga pengambilan keputusan. 

Keputusan tentang program hanyalah hasil negosiasi antara eksekutif dan 

legislatif. Sehingga program-program pembangunan yang dihasilkan, 

bisa dikatakan kurang bermanfaat untuk publik secara umum. 

Perencanaan anggaran partisipatif (participatory budgeting), 

adalah sebuah proses perencanaan anggaran belanja, dengan keputusan 

tentang alokasi anggaran ada ditangan publik. Dalam prosesnya publik 

berpartisipasi secara otonom. Partisipasi dilakukan dengan berbagai 

forum, di mana posisi publik mampu mengontrol dan mengarahkan 

pemerintah daerah, dalam penentuan kebijakan alokasi anggaran. Pihak 

yang bertanggung jawab dalam proses penyusunan anggaran partisipatif, 

tetap pemerintah daerah. Namun dalam prosesnya, sepenuhnya publik 

yang berperan. Dari mulai penyampaian  usulan hingga penentuan 

alokasi anggaran. 

Seperti halnya perencanaan, prosedur penganggaran sangat 

tergantung pada sistem politik, sosial dan tata pemerintahan suatu negara. 

Dalam konteks itu, setidaknya terdapat empat tipe praktik pengangaran 

yang menandakan adanya empat paradigma perencanaan yang berbeda. 

Pertama, prosedur penganggaran menekankan pada peran pemerintah 
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dalam melakukan proses siklikal dari awal sampai akhir melalui suatu 

mekanisme kenegaraan. Kedua, prosedur penganggaran yang 

menekankan pada peran masyarakat melalui mekanisme kesepakatan 

sosial dan mekanisme pasar. Ketiga, prosedur penganggaran yang 

menekankan pada peran para ahli pengelolaan sumber daya. Keempat, 

Prosedur penganggaran yang menekankan pada peran para aktivis 

sebagai pengorganisasi masyarakat dan pengontrol pemerintah.  

6. Penyusunan APBD Berbasis Kinerja 

Menurut Permendagri No. 13 tahun 2006, Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 

keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh pemerintah daerah - DPRD, ditetapkan dengan peraturan 

daerah. Proses pembuatan APBD dimulai dengan ditetapkannya Perda 

tentang Rancangan APBD (RAPBD) yang berisi penganggaran atas 

pendapatan, belanja dan pembiayaan. RAPBD disampaikan ke 

Provinsi/Departemen Dalam Negeri untuk dievaluasi. Jika ada perbaikan 

atau revisi atas RAPBD tersebut maka akan diperbaiki atau dikoreksi 

oleh badan eksekutif pemerintah daerah. Setelah dilakukan perbaikan 

atau revisi atas evaluasi oleh Provinsi atau Departemen Dalam Negeri 

terhadap RAPBD setiap Pemerintah Daerah maka dokumen disahkan 

atau disetujui oleh DPRD.Pengesahan dari DPRD setiap Pemerintah 

Daerah menandakan bahwa RAPBD berubah menjadi dokumen APBD 

sehingga APBD dapat dicairkan atau direalisasikan sesuai dengan 
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kebutuhan operasional pemerintah daerah maupun pembangunan daerah 

dalam sektor publik. 

Anggaran berbasis kinerja adalah proses penyusunan APBD 

yang diberlakukan dengan harapan dapat mendorong proses tata kelola 

pemerintahan yang lebih baik. Penerapannya diharapkan akan membuat 

proses pembangunan menjadi lebih efisien dan partisipatif, karena 

melibatkan pengambil kebijakan, pelaksana kegiatan, bahkan dalam 

tahap tertentu juga melibatkan warga masyarakat sebagai penerima 

manfaat dari kegiatan pelayanan publik. 

B. Telaah Penelitian Sebelumnya 

Tabel 2.1 

Telaah Penelitian Sebelumnya 

No Peneliti Judul Hasil Penelitian 

1 Kurniawan  
(2012) 

Pengaruh Partisipasi 
Masyarakat, Transparansi 
Kebijakan  

Publik, Akuntabilitas 
Publik Dan Pengetahuan 

Dewan  
Tentang Anggaran 
Terhadap Penyusunan 

APBD  
(Studi Empiris Pada 

DPRD Kota Surakarta 
Jawa Tengah) 

Partisipasi masyarakat , 
transparansi kebijakan 
publik, akuntabilitas 

publik, pengetahuan 
dewan tentang anggaran 

mempunyai pengaruh 
secara signifikan terhadap 
penyusunan APBD. 

2 Fitri, dkk (2013) Pengaruh gaya 

kepemimpinan, komitmen 
organisasi, kualitas sumber 

daya, reward dan 
punishment terhadap 
anggaran berbasis kinerja 

di Pemerintah Lombok 
Barat 

Gaya kepemimpinan, 

komitmen organisasi, 
kualitas sumber daya, 

reward dan punishment 
berpengaruh signifikan 
terhadap anggaran berbasis 

kinerja  
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Tabel 2.1 

Telaah Penelitian Sebelumnya 
(Lanjutan) 

No Peneliti Judul Hasil Penelitian 

3 Yandra dan 
Sutrisna (2013) 

Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja 
berbasis kinerja di 

Pemerintah Kabupaten 
Siak 

Gaya kepemimpinan, 
komitmen organisasi, 
kualitas sumber daya, 

reward dan punishment 
berpengaruh positif 

terhadap penyusunan 
APBD berbasis kinerja 

4 Rumenser 

(2014) 
 

 
 
 

Pengaruh Komitmen, 

Kualitas Sumber Daya 
Manusia, Gaya 

Kepemimpinan Terhadap 
Kemampuan Penyusunan 
Anggaran Pada 

Pemerintah Kota Manado  

Komitmen, Kualitas 

Sumber Daya Manusia, 
Gaya Kepemimpinan 

Terhadap Kemampuan 
Penyusunan Anggaran 
Pada Pemerintah secara 

bersama-sama 
berpengaruh positif 

terhadap Kemampuan 
Penyusunan Anggaran 

4 Jumame, dkk 

(2015) 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 
penyusunan anggaran 
pendapatan dan belanja 

daerah berbasis kinerja di 
Pemerintah Kota Sorong 

Gaya kepemimpinan, 

komitmen organisasi, 
kualitas sumber daya, 
reward dan punishment 

berpengaruh signifikan 
terhadap anggaran 

berbasis kinerja 
 

5 Anggita (2017) Pengaruh Analisis 

Standar Belanja, Standar 
Pelayanan Minimum dan 

Indikator Kinerja 
terhadap Penyusunan 
Anggaran Berbasis 

Kinerja di OPD Kota 
Pangkalpinang 

Analisi standar belanja 

tidak berpengaruh 
terhadap penyusunan 

anggaran berbasis 
kinerjadi Kota 
Pangkalpinang, standar 

pelayanan minimum 
berpengaruh terhadap 

penyusunan anggaran 
berbasis kinerja di Kota 
Pangkalpinang, Indikator 

Kinerja berpengaruh 
secara signifikan 

terhadap penyusunan 
anggaran berbasis kinerja 
di Kota Pangkalpinang 
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C. Perumusan Hipotesis 

1. Pengaruh Analisis Standar Belanja terhadap penyusunan APBD 

berbasis kinerja 

Manik, Rusman R. (2013) mengatakan bahwa analisis standar 

belanja merupakan kewajaran atas beban kerja dengan biaya yang 

digunakan untuk melakukan suatau kegiatan. Sehingga dari definisi 

tersebut terdapat tiga (3) aspek yang dinilai pada sebuah kegiatan, yaitu: 

apakah beban kerja wajar, apakah biaya yang dianggarkan wajar, 

apakah biaya wajar untuk beban kerja tersebut. 

Sesuai Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyusunan RKA-OPD berdasarkan 

prestasi kerja salah satunya berdasarkan Analisis Standar Belanja yang 

merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang 

digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. 

Hasil penelitian Anggita (2017) menyatakan bahwa analisis 

standar belanja berpengaruh terhadap penyusunan APBD berbasis 

kinerja, setiap Organisasi Perangkat Daerah harus menempatkan 

sumber daya manusia yang kompeten dalam di bidang anggaran yang 

memahami instrumen-instrumen penyusunan anggaran berbasis kinerja 

dengan baik agar setiap instrumen tersebut dapat saling melengkapi dan 

lebih efektif dalam menyusun anggaran yang berkualitas.Berdasarkan 

hal tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah: 

H1: Analisis standar belanja berpengaruh positif terhadap 

penyusunan APBD berbasis kinerja. 
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2. Pengaruh standar pelayanan minimum terhadap penyusunan 

APBD berbasis kinerja 

Menurut Peraturan Pemerintah 65 / 2005 tentang pedomam 

penyusunan dan penerapan SPM, Standar Pelayanan Minimal yang 

selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu 

pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak 

diperoleh setiap warga secara minimal. 

Oentarto, et al. (2004:173) menjelaskan bahwa standar 

pelayanan minimal memiliki nilai yang sangat strategis baik bagi 

pemerintah (daerah) maupun bagi masyarakat (konsumen). Adapun 

nilai strategis tersebut yaitu: pertama, bagi pemerintah daerah: standar 

pelayanan minimal dapat dijadikan sebagai tolok ukur (benchmark) 

dalam penentuan biaya yang diperlukan untuk membiayai penyediaan 

pelayanan; kedua, bagi masyarakat: standar pelayanan minimal dapat 

dijadikan sebagai acuan mengenai kualitas dan kuantitas suatu 

pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah (daerah). 

Standar pelayanan minimal merupakan suatu istilah dalam 

pelayanan publik (public policy) yang menyangkut kualitas dan 

kuantitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah sebagai 

salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. 

Pelayanan yang bermutu atau berkualitas adalah pelayanan 

yang berbasis masyarakat, melibatkan masyarakat dan dapat diperbaiki 
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secara terus menerus. Disisi lain, pemerintah dituntut untuk bekerja 

secara efisien dan efektif dalam hal pelayanan kepada masyarakat. 

Sejalan dengan itu bahwa Kebijakan Standar Pelayanan 

Minimal pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah pada pasal 11 ayat (4) UU No. 32/2004 yang 

menyatakan bahwa “penyelenggaraan urusan yang bersifat wajib yang 

berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara 

bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah”. Sebagai bentuk tindak lanjut 

kebijakan Standar Pelayanan Minimal adalah diterbitkannya Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tertanggal 28 Desember 2005 

tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal yang 

kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 

2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar 

Pelayanan Minimal tertanggal 7 Februari 2007. 

Hasil penelitian Anggita (2017) menyatakan bahwa Standar 

Pelayanan Minimal berpengaruh terhadap penyusunan APBD berbasis 

kinerja. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah: 

H2: Standar Pelayanan Minimum berpengaruh positif terhadap 

penyusunan APBD berbasis kinerja 

 

 

3. Pengaruh Indikator Kinerja terhadap penyusunan APBD berbasis 

kinerja 

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif 

yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan 
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yang telah ditetapkan (BPKP, 2000). Sementara menurut Lohman 

(2003), indikator kinerja (performance indicators) adalah suatu variabel 

yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas 

dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target 

dan tujuan organisasi. Jadi jelas bahwa indikator kinerja merupakan 

kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan 

organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. 

Penelitian yang dilakukan oleh Anggita (2017) hasilnya 

menyatakan bahwa indikator kinerja berpengaruh positif terhadap 

penyusunan APBDberbasis kinerja. Berdasarkan hal tersebut, maka 

hipotesis penelitian ini adalah: 

H3: Indikator Kinerja berpengaruh positif terhadap penyusunan 

APBD berbasis kinerja 

 

4. Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap penyusunan APBD 

berbasis kinerja 

Proses penyusunan anggaran sektor publik dapat dilakukan 

dengan dua metode yaitu metode top down dan bottom up. Penyusunan 

anggaran di sektor pemerintahan menggunakan metode buttom up. 

Buttom up merupakan metode penyusunan anggaran yang dilaksanakan 

dari tingkat bawah ke tingkat yang paling atas atau puncak. Proses 

penyusunan anggaran yang dilakukan pemerintah disebut dengan 

Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) yang dilakukan dari 

Musrenbang tingkat desa hingga Musrenbang tingkat nasional 

(Pemerintah Pusat Jakarta). Musrenbang tingkat desa atau kelurahan 
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(Musrenbang Kelurahan) membicarakan mengenai kebutuhan yang 

diperlukan masyarakat desa atau kelurahan tersebut untuk dapat 

direncanakan dan dibantu oleh pemerintah. Musrenbang yang dilakukan 

tingkat kecamatan (Musrenbang Kecamatan) membicarakan usulan dari 

desa atau kelurahan yang nantinya layak diajukan saat musrenbang 

kabupaten, serta apakah sesuai dengan RPJMD (Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah) yang telah disepakatidan melihat kecukupan 

dana publik yang tersedia. 

Penelitian yang dilakukanoleh Kurniawan (2012) hasilnya 

partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap 

penyusunan APBD.SKB Menteri Negara Perencanaan Pembangunan 

Nasional dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0295/M.PPN/I/2005, 

050/166/SJ tahun 2005 tahapannya sudah berjalan sesuai norma yang 

ada, akan tetapi saluran aspirasi ini tidak berfungsi maksimal karena 

pola pikir masyarakat pada umumnya terhadap APBD hanya berkisar 

seputar pembangunan fisik. Mekanisme jaring aspirasi di Kabupaten 

Bangkalan dalam Musrenbang tidak mengatur subyek sebagai sumber 

partisipan pembangunan apakah terbuka untuk umum atau keterwakilan 

saja (melalui kelembagaan baik yang bersifat formal maupun swadaya 

masyarakat).Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis penelitian ini 

adalah: 

H4: Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap 

penyusunan APBD berbasis kinerja. 
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D. Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 
Model Penelitian 
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BAB III 

METODA PENELITIAN 

 

A. Populasi dan Sampel   

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. Populasi dari 

penelitian ini adalah pegawai negeri sipil yang dalam hal ini yang terkait dengan 

penyusunan program dan kegiatan beserta anggarannya pada Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) di seluruh dinas Pemerintah Kota Magelang yaitu sebanyak 54 OPD 

dengan responden 214orang.  

Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi sumber data suatu 

penelitian yang diharapkan mampu mewakili seluruh populasi. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yang 

merupakan tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh 

berdasarkan pada pertimbangan atau kriteria tertentu untuk tujuan tertentu. Metode 

ini memiliki arti bahwa, pengambilan sampel yang didasarkan pada karakteristik 

atau  kriteria yang dimiliki sampel dengan pertimbangan disesuaikan dengan objek 

penelitian untuk meningkatkan ketepatan sampel. Kriteria yang digunakan untuk 

dijadikan sampel adalah pejabat yang terlibat langsung dalam penyusunan APBD 

berbasis kinerja, yaitu Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Sub Bagian 

Program, Kepala Bidang atau yang setara yang secara struktural bertanggung jawab 

dan terlibat dalam penyusunan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

B. Pilot Study 

Pilot study merupakan uji coba penelitian dalam skala kecil yang 

dilakukan sebelum penelitian sebenarnya dilaksanakan. Menurut Surachmad 

(2009), pilot study merupakan studi pendahuluan yang dilakukan untuk 
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mencari informasi yang diperlukan oleh peneliti agar masalahnya menjadi 

lebih jelas kedudukannya.  Pada pilot study terdapat proses pengumpulan 

berbagai informasi atau data awal terkait dengan rencana penelitian baik 

penelitian lapangan maupun pustaka, yang dilakukan dalam rangka mendalami 

masalah secara sistematis dan intensif sebagai pendahuluan sebelum melakukan 

penelitian yang sesungguhnya. 

Dengan mempertimbangkan banyaknya jumlah pegawai yang menempati  

jabatan struktural, yaitu eselon IV samapai dengan eselon II dan tipe Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) yaitu tipe “A”. Maka sampel yang dipilih pada pilot 

study ini adalah pegawai negeri sipil pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan  

Kota Magelang yaitu sebanyak 40 orang. 

C. Data Penelitian 

1. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini merupakan penelitian survei, yaitu suatu perancangan 

penelitian dengan tujuan melakukan pengujian yang cermat dan teliti terhadap 

suatu objek penelitian berdasarkan situasi dan kondisi tertentu dengan melihat 

kesesuaiannya dengan pernyataan ataupun nilai tertentu yang dilakukan dan 

diamati dengan cermat dan teliti. Jenis data penelitian ini adalah data primer. 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama 

baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil 

pengisian kuesioner. Kuesioner bertujuan untuk mengumpulkan data yang 

akan dipakai untuk menghasilkan informasi tertentu, dilakukan dengan 

pemberian suatu daftar pertanyaan dengan indikator masing-masing variabel.  
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2. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data (Hasan, 

2002) yaitu: 

a) Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau 

mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden. 

b) Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan 

pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. 

Kuesioner bersumber dari jawaban responden atas beberapa jumlah 

pertanyaan tentang analisis standar belanja, standar pelayanan minimum, 

indikator kinerja, gaya kepemimpinan serta penyusunan APBD berbasis 

kinerja. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner dan 

mendatangi langsung wilayah sampel dalam penelitian. Bentuk kuesioner 

terdiri dari kuesioner dengan indikator variabel. Penggunaan dua metode 

tersebut, peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

D. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel 

1. Analisis Standar Belanja 

Analisis Standar Belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja 

dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Filosofi 

analisis standar belanja adalah suatu hasil analisis yang memberikan informasi 

mengenai beban kerja yang wajar dan belanja yang wajar dari suatu kegiatan 

yang direncanakan. Instrumen yang digunakan mengacu pada penelitian 

Anggita (2017). Terdapat enam pernyataan dengan indikator Target kinerja, 

Jenis dan kuantitas sumber daya, Tujuan dan sasaran, Program-program, 

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan. Masing-masing item pernyataan diukur 
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menggunakan skala Likert 5 poin dengan skor 1=Sangat Tidak Setuju sampai 

dengan 5 = Sangat Setuju. 

2. Standar Pelayanan Minimum 

Manurut Undang-Undang 23 tahun 2014 pengertian standar 

pelayanan minimal merupakan suatu istilah dalam pelayanan publik (public 

policy) yang menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang 

disediakan oleh pemerintah sebagai salah satu indikator kesejahteraan 

masyarakat. Instrumen yang digunakan mengacu pada penelitian Anggita 

(2017).Terdapat limapernyataan dengan indikator yang terdiri dari: 

Kesederhanan, Kejelasan dan kepastian, Keamanan, Keterbukaan, Efisiensi, 

Ekonomis, Keadilan yang merata, ketepatan waktu..Masing-masing item 

pernyataan diukur menggunakan skala Likert 5 poin dengan skor 1=Sangat 

Tidak Setuju sampai dengan 5 = Sangat Setuju. 

3. Indikator Kinerja 

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah 

ditetapkan (BPKP, 2000). Sementara menurut Lohman (2003), indikator 

kinerja (performance indicators) adalah suatu variabel yang digunakan untuk 

mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau 

operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Jadi jelas 

bahwa indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai 

keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-

ukuran tertentu. Instrumen yang digunakan mengacu pada penelitian Anggita 

(2017). Terdapat empat pernyataan dengan indikator sebagi berikut: indikator 

kinerja sasaran, indikator kinerja program, indikator kinerja kegiatan.Masing-
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masing item pernyataan diukur menggunakan skala Likert 5 poin dengan skor 

1=Sangat Tidak Setuju sampai dengan 5 = Sangat Setuju. 

4. Partisipasi Masyarakat 

Menurut Isbandi (2007: 27) partisipasi masyarakat adalah 

keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan 

potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan 

tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya 

mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi 

perubahan yang terjadi.Instrumen yang digunakan mengacu pada penelitian 

Arif Kurniawan  (2012). Terdapat tujuh pernyataan dengan indikator sebagai 

berikut: keterlibatan dalam rapat atau musyawarah, kesediaan dalam 

memberikan data dan informasi, keterlibatan dalam penyusunan rancangan 

rencana pembangunan, keterlibatan dalam penentuan skala prioritas kebutuhan 

dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Masing-masing item 

pernyataan diukur menggunakan skala Likert 5 poin dengan skor 1=Sangat 

Tidak Setuju sampai dengan 5 = Sangat Setuju. 

5. Penyusunan APBD Berbasis Kinerja 

Penyusunan APBD berbasis kinerja adalah tersusunnya anggaran 

pendapatan dan belanja daerah yang berbasis kinerja dari suatu sistem 

anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari 

perencanaan alokasi biaya. Variabel APBD berbasis kinerja terdiri dari tujuh 

pernyataan diukur berdasarkan instrumen Sembiring (2009) dinilai dengan 

menggunakan skala likert 5 poin yaitu untuk skor 5 (sangat setuju), 4 (setuju), 

3 (tidak tahu), 2 (tidak setuju), 1 (sangat tidak setuju). Instrumen yang 
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digunakan untuk mengukur variabel APBD berbasis kinerja berupa 7 

pernyataan. 

E. Metode Analisis Data 

1. Uji Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah analisis statistik yang menggambarkan 

sekumpulan data pengamatan untuk menyederhanakan, meringkas dan 

menyajikan informasi yang lebih menarik, berguna dan mudah dipahami. 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui profil tanggapannya atas variabel 

penelitian yang diajukan melalui instrumen penelitian (keusioner). 

Ghozali (2016) Statistik deskriptif memberikan gambaran atau 

deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, 

varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness 

(kemencengan distribusi) 

2. Uji Kualitas Data 

a. Uji validitas 

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur untuk 

kuesioner tersebut (Ghozali, 2016). Uji validitas dalam penelitian ini 

dilakukan dengan Confirmatory Factor Analysis (CFA). Analisi faktor 

konfirmatori digunakan untuk menguji apakah suatu konstruk mempunyai 

undimensionalitas atau apakah indikator-indikator yang digunakan dapat 

mengkonfirmasikan sebuah kostruk atau variabel. Jika masing-masing 

indikator merupakan indikator pengukuran konstruk maka akan memiliki 

nilai loading yang tinggi. 
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Asumsi yang mendasari digunakannya analisi faktor adalah data 

matriks harus memiliki kolrelasi yang cukup (sufficient correlation). Uji 

Bartlett of Spericity merupakan uji statistik untuk menentukan ada tidaknya 

kkorelasi antar variabel. Semakin besar sampel menyebabkan Bartlett test 

semakin sensitif untuk mendeteksi adanya korelasi antar variabel. Alat uji 

lainyang digunakan untuk mengukur tingkat interkorelasi antar variabel 

dan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor masalah Kaiser-Meyer-Olkin 

Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA). Nilai KMO bervariasi dari 0 

sampai dengan 1. Nilai yang dikehendaki harus > 0.50 dan cross loading > 

40 untuk dapat dilakukan analisis (Hair, dkk, 2006) 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner 

yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner 

dikatakan handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu dengan menggunakan alat ukur 

yang sama. Pengujian dilakukan dengan cara menghitung nilai cronbach 

alpha dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Nilai cut off 

untuk menentukan reliabilitas suatu instrumen adalah nilai cronbach alpha 

lebih dari 0.70 (Nunnally, 1960) dalam (Ghozali, 2016). 

3. Analisis Regresi Linier 

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui adanya 

kontribusi yang diberikan atau pengaruh variabel bebas, yaitu: analisis 

standar belanja, standar pelayanan minimum, indicator kinerja, dan 

partisipasi masyarakat terhadap variabel terikat, penyusunan APBD berbasis 

kinerja. Analisis regresi digunakan untuk memperoleh suatu persamaan dan 
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garis yang menunjukkan persamaan pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen (Ghozali, 2016). Rumus persamaanya adalah: 

PABK = α + β1 ASB + β2 SPM + β3 IK + β4PM + e  

Keterangan  = 
PABK = Penyusunan APBD berbasis kinerja 
α = Konstanta 
ASB = Analisis standar belanja 
SPM = Standar pelayanan minimum 
IK = Indikator Kinerja 
PM = Partisipasi Masyarakat 
β1,β2,β3, β4 = Koefisien variabel regresi 
e = Error 
 

4. Pengujian Hipotesis 

a. Uji Determinasi 

Uji determinasi R² digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R² yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel 

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang digunakan 

untuk memprediksi variasi variabel dependen. Dari koefisien determinasi ini 

dapat diperoleh suatu nilai untuk mengukur besarnya sumbangan dari sebuah 

berapa variabel X terhadap variasi naik turunnya variabel Y, yang sisanya 

dapat dinyatakan pula dalam persentase (Ghozali 2016). 

Alasan menggunakan adjusted R² karena jika terdapat tambahan 

satu variabel independen, mata R² pasti meningkat tidak peduli Apakah 

variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

Penggunaan nilai adjusted R² digunakan pada saat mengevaluasi model 
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regresi yang terbaik, karena nilai adjusted R² dapat naik atau turun jika satu 

variabel independen ditambahkan kedalam model. 

b. Uji F 

Menurut Ghozali (2016) uji F digunakan untuk mengukur 

ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktual (goodness of fit). Uji F 

berfungsi untuk mengetahui apakah model yang digunakan telah cocok atau 

tidak. Penentuan kriteria uji didasarkan pada perbandingan antara F hitung 

dan F tabel. Tingkat signifikansi pada penelitian ini sebesar 5% dengan 

derajat kebebasan pembilang (df1) = k dan derajat kebebasan penyebab (df2) 

= n-k-1. Kriteria penentuan uji F adalah: 

1) Jika F hitung > F tabel atau p-value < α = 0,05 maka Ho ditolak dan Ha 

diterima, artinya model penelitian dapat dikatakan fit atau bagus. 

2) F hitung < F tabel atau p-value > α = 0,05 maka Ho diterima atau Ha 

tidak diterima, artinya model penelitian dapat dikatakan tidak fit atau 

tidak bagus. 

 
Gambar 3.1 

Nilai Kritis Uji F 
c. Uji t  

Uji t digunakan untuk menunjukan variabel independen secara 

individu atau parsial dalam menerangkan variasi variabel dependen 

(Ghozali, 2016). Level of significants pada taraf 5% dengan derajat 

kebebasan dinyatakan dalam df= n-1 yang merupakan uji satu sisi (one tiled 

test). Kriteria penerimaan hipotesis positif ialah: 

Ho diterima 

Ho ditolak 
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1) Jika t hitung > t tabel atau pvalue< α = 0,05 maka Ho ditolak atau Ha 

diterima, artinya variabel independen mempunyai pengaruh terhadap 

variabel dependen. 

2) Jika t hitung < t tabel atau pvalue> α = 0,05 maka Ho diterima atau Ha 

tidak diterima, artinya variabel independen tidak mempunyai pengaruh 

terhadap variabel dependen. 

 

 
Gambar 3.2 

Uji t (Penerimaan Uji Hipotesis Positif) 
 

Ho diterima 

Ho ditolak 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinasi 

penyusunan APBD berbasis kinerja. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah 

Kota Magelang dengan jumlah sampel 147 pegawai. Berikut kesimpulan 

dari hasil pengujian yang telah dilakukan: 

1. Hasil uji determinasi menunjukkan bahwa analisis standar belanja, 

inikator kinerja, dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap 

penyusunan APBD berbasis kinerja, walaupun dalam pengujian 

menunjukkan bahwa masih terdapat kemungkinan faktor-faktor lain 

diluar model penelitian ini. 

2. Hasil uji F menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam 

penelitian ini ialah model yang bagus atau fit. 

3. Hasil uji t menunjukkan bahwa analisis standar belanja, indikator 

kinerja, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap 

penyusunan APBD berbasis kinerja, sedangkan standar pelayanan 

minimum tidak berpengaruh terhadap penyusunan APBD berbasis 

kinerja. 

B. Keterbatasan Penelitian dan Hasil 

1. Responden yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tidak melibatkan 

anggota banggar DPRD kota Magelang dari komisi A,B,C, dan D. 
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2. Belum semua Organisasi perangkat Daerah (OPD) menerapkan Standar 

Pelayanan Minimum (SPM). 

3. Penelitian ini tidak melibatkan Masyarakat yang lebih spesifik dalam 

pengisian kuesioner karena keterbatasan biaya dan waktu. 

4. Pada penelitian ini belum meneliti variabel-variabel lain yang diduga 

berpengaruh terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja. 

C. Saran 

1. Bagi Pemerintah Daerah diharapka mengimplementasikan Analisis 

Standar Belanja (ASB) dengan lebih patuh dalam pengusulan anggaran 

dan merapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam operasional 

kegiatan pada instansi atau dinasnya. 

2. Bagi Dewan sebagai lembaga yang mewakili masyarakat supaya lebih 

menggali aspirasi masyarakat sehingga indikator kinerja yang 

ditentukan akan lebih tepat. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan melibatkan masyarakat untuk 

sampel penelitian tetapi harus dispesifikan  masyarakat yang seperti 

apa. 

4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dalam penentuan sampel 

penelitian agar dipilih Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah 

menerapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) agar tidak terjadi 

kesenjangan hasil penelitian. 

5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa menambahkan variabel-

variabel lain yang diduga dapat berpengaruh terhadap penyusunan 
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APBD berbasis kinerja, misalnya pemahaman prinsip-prinsip 

penyusunan APBD berbasis kinerja oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), 

integrasi penganggaran dengan perencanaan dan tata kelola organisasi, 

Perencanaan dan Penganggaran yang Komprehensif, dan Montoring 

dan Evaluasi. 
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